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Permasalahan utama dalam makalah ini adalah persamaan pada pokoknya atau persamaan 
pada keseluruhannya merek HUGO BOSS   dan HUGO   yang mengakibatkan kerugian salah 
satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara yuridis normatif terhadap 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 520 K/PDT.SUS-HKI/2021 
berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem first 
to file yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berdasarkan Pasal 21  
huruf (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 
pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Dalam kasus ini, bukan berarti 
karena HUGO   adalah pendaftar pertama merek HUGO  di Indonesia hanya dia yang 
dilindungi haknya. Dalam hal ini, perlu dilindungi juga merek Hugo Boss yang merupakan 
merek yang sudah terkenal. Merek HUGO BOSS milik penggugat harus dilindungi dari 
pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya yang hanya ingin 
mendompleng ketenaran merek HUGO- BOSS  tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 bis 
Konvensi Paris. 
 




The main problem in this paper is the similarities in essence or the overall similarities 
between the HUGO BOSS and HUGO brands which result in the loss of one party. This study 
aims to explain normatively the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia 
Number 520 K/PDT.SUS-HKI/2021 based on Law Number 20 of 2016 concerning 
Trademarks and Geographical Indications. The results of this study indicate that the system 
adopted in Indonesia is a first to file system which means the first registrant to be protected, 
but based on Article 21 letter (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and 
Geographical Indications, the applicant for registration of the mark must in good faith. In 
this case, it doesn't mean that because HUGO is the first registrant of the HUGO brand in 
Indonesia, only he or she is protected. In this case, it is necessary to protect the Hugo Boss 
brand, which is a well-known brand. The plaintiff's HUGO BOSS brand must be protected 
from pillion by its competitors who only want to boost the fame of the HUGO-BOSS brand. 
This is in accordance with Article 10 bis of the Paris Convention. 
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A. Latar Belakang Masalah  
 
Dalam era perdagangan bebas, merek merupakan suatu basis dalam  perdagangan 




modern yang dapat digunakan sebagai goodwill, lambang, standar mutu, sarana menembus 
segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan 
besar.  Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang 
akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik  kualitas, kepuasan, 
kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada  merek.  Tahapan sebuah merek dari 
suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi 
merek yang dikenal oleh  masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat 
diharapkan  baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai 
tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat  konsumen, dapat 
menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad  tidak baik untuk melakukan 
persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau  pembajakan. Kecenderungan penggunaan 
teknologi yang tinggi dinilai memberikan  daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. 
Besarnya muatan teknologi  yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan 
pengamatan yang  maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu 
produk.  Indonesia sebagai salah satu bagian dari World Trade Organization (WTO) yang 
merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus  mengatur masalah 
perdagangan antar Negara.  
Ketentuan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup perlindungan  merek terkenal 
terhadap tindakan-tindakan persaingan curang yang diatur  dalam ketentuan Pasal 10 bis 
Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:1 
1. The countries of the union are bound to assure to national of  such  countries effective 
protection against unfair competition.   
2. Any act of competition contarary to honest practices in industrial or  commercial matters 
constitutes an act of unfair competition.   
3. The following in particular shall be prohibited:   
a. All acts of such a nature as to create confusion by any means  whatever with the 
establishment, the goods, or the industrial or  commercial activities, of competitor;   
b. Alse allegations in the course of trade of such a nature as to  discredit the 
establishment, the goods, or the industrial or  commercial activities, of a competitor;   
c. Indication or allegations the use of which in the course of trade  is liable to mislead 
the public as the nature, the manufacturing  process, the characteristics, the 
suitability for their purpose, or  the quantity, of the goods.   
 
Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada  barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di  Indonesia maupun di luar 
negeri disebut dengan merek terkenal (well-known  trademarks)2. Secara historis, peraturan 
perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. 
Pemerintah Belanda  mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang 
Paten  (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Setelah Bangsa 
Indonesia  memproklamirkan kemerdekaannya, peraturan perundang-undangan  peninggalan 
Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun 
tidak demikian halnya dengan Undang-Undang  Paten yang dianggap bertentangan dengan 
Pemerintah Indonesia. Pemerintah  Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1961 tentang  Merek dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang 
Merek  kolonial Belanda yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961 yang juga  telah 
 
1 Paris Convention or the Protection of Industrial Property 
2  Agustine Kurniasihal, Dwi. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari  Perbuatan Passing Off 




ditetapkan sebagai Hari KI Nasional. Pada tanggal 28 Agustus 1992,  Indonesia mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang  Merek untuk menggantikan Undang-
Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961.  Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan 
perundang-undangan di  bidang kekayaan intelektual dengan Persetujuan TRIPS yang telah 
diratifikasi  oleh Indonesia, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui  menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis.  
Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known atau famous mark,  dapat lebih 
memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala  nasional maupun 
internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan  baik dalam skala nasional 
maupun internasional, karena suatu merek terkenal  mengalami perluasan perdagangan 
melintasi batas-batas Negara.  
Menurut perjanjian TRIPs daya pembeda dari sebuah merek adalah  satu-satunya kondisi 
substantif bagi perlindungan merek. Perjanjian TRIPs menentukan standar-standar minimum 
perlindungan yang harus dilaksanakan  Negara-Negara anggota WTO di bidang kekayaan 
intelektual yang terpenting  yaitu dua prinsip pokok: National Treatment dan Most-Favoured 
Nation  Treatment.3 Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan. 
Akhir-akhir ini muncul sengketa antara pemilik merek “Hugo” yaitu  Anthony Tan 
dengan pemilik merek Hugo Boss yaitu Hugo Boss Trade Mark  Management Gmbh Co. Kg, 
(penggugat) yang diwakili Justisiari Perdana  Kusumah S.H. M.H. dan kawan-kawan, 
menuduh pendaftaran merek “Hugo”  pada kelas yang sama dengan merek Hugo Boss dari 
kantor K&K Advocate-Intellectua Property. Hugo Boss mengajukan permohonan kasasi ke 
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 20 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta 
Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 04 K/Pdt-Sus-HKI/2021/PN. 
Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 27/Pdt.-Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst permohonan 
tersebut diikuti dengan memori kasasi. Penggugat adalah  pemegang sertifikat merek “Hugo 
Boss” . 
Hugo Boss dalam gugatan yang diwakili kuasa hukumnya  menyatakan segala merek 
“Hugo Boss” beserta  berbagai merek Hugo Boss lainnya dengan “Hugo/Boss” memiliki 
persamaan  sususan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun persamaan 
perlindungan  jenis barangnya. Menurutnya keberadaan merek “Hugo” itu  bertentangan 
dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
merek.   
Hugo Boss tetap pada tuduhan bahwa merek “Hugo Select Line dengan nomor 
IDM000263074 kelas 25 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010, Hugo Selection dengan Nomor 
IDM000156405 kelas 25 terdaftar tanggal 3 Maret 2008, Hugo Selectline dengan Nomor 
IDM000248527 kelas 25 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 yang digunakan  oleh Anthony Tan 
memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk  mendompleng merek milik Hugo 
Boss Trade Mark Management Gmbh Co.  
 
B. Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat ditentukan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap merek dagang berdasarkan peraturan perundang-
undangan di Indonesia dan konvensi  internasional yang diratifikasi oleh Indonesia?  
 b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan merek dagang  dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021?  







C. Metode Penelitian   
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis  normatif. Pendekatan 
yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada  hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan  pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan cara  meneliti bahan kepustakaan (library search) atau data sekunder terhadap  asas-
asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut  sebagai penelitian hukum 
kepustakaan. 
 Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait 
dengan merek terkenal. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari kajian ini adalah 
mengetahui adanya kepastian hukum terhadap merek terkenal atas pendomplengan dari pihak 
lain yang ingin meraup keuntungan serta merusak reputasi merek yang sudah terkenal 
tersebut. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
 
Data yang digunakan untuk menunjang keakuratan penelitian ini adalah data hukum 
sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara 
studi kepustakaan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan juga untuk 
memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data-data dalam naskah 
resmi yang ada seperti : 
1) Bahan Hukum Primer dalam bentuk dokumen yang tertulis, sifatnya mengikat dan 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk digunakan dalam penelitian ini seperti :  
a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentan Merek dan Indikasi Geografis. 
b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
c. TRIPs ( Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights) 
d. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
e. Trademark law Treaty 
f. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark 
g. Nice Agreement Concerning the International Registration of Mark 
2) Bahan Hukum Sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat 
membantu, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 
ini diperoleh melalui buku-buku, internet dan karya ilmiah para ahli. 
3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris 
dan kamus Bahasa Indonesia untuk melancarkan pemahaman isi konvensi. 
 
E. Pembahasan 
Ketika membicarakan merek, maka tidak akan terlepas dari pembicaraan  mengenai 
merek terkenal. Dalam literatur ditemukan ada beberapa istilah  asing untuk menyebut 
merek terkenal yaitu, “famous mark”, “well-known  mark”, dan “renown mark”. Istilah-
istilah tersebut memberikan tingkatan atas  keterkenalan sebuah merek. Tingkat 
keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih  terkenal, sangat terkenal), sulit untuk ditemukan 




umumnya oleh  konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada 
kehidupan  sehari-hari konsumen1.   
Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal  merupakan 
suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara. W.  Moestert menyatakan:   
“it should be noted that the recognition and the protection off  well-known marks 
differ from country to country: the definitions and  criteria in this area of trademark law 
remain exclusive.”  
Menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan suatu merek  merupakan 
merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari Negara  tempat merek tersebut 
terdaftar dan mendapat perlindungan. 
1. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di  Indonesia   
Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan  Perundang-undangan 
merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur  dalam Perundang-undangan merek di 
Indonesia terkait dengan merek  terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat 
dinyatakan sebagai  merek terkenal. Peraturan mengenai kriteri merek terkenal 
dalam  Perundang-undangan di Indonesia ini pertama kali terdapat dalam  Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1992. Kriteria yang ditentukan dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1992 yaitu, diperlukan adanya  pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama 
tersebut di  bidang usaha yang bersangkutan.   
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang adalah  Undang-Undang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992,  kriteria untuk menentukan suatu 
merek sebagai merek terkenal diatur  secara lebih luas. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas:   
a. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;   
b.  Reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi  yang dilakukan 
oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftran  merek tersebut di beberapa 
Negara (jika ada); dan   
c. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat  memerintahkan 
lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk  melakukan survey guna 
memperoleh kesimpulan mengenai terkenal  atau tidaknya merek yang bersangkutan.   
Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal  dalam Undang-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dengan  memperhatikan kriteria sebagai 
berikut:   
a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang  usaha yang 
bersangkutan;   
b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar  dan besar-
besaran;   
c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;  d. Bukti 
pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara; dan   
d. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga 
dapat  memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan  survey 
guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya  merek.   
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Merek  Giordano  Sudah 
lama  menembus   batas-batas  nasional 
dan  regional  sehingga  merek  tersebut 
sudah  dikenal  secara luas di bereapa Negara; 
dan  Pengenalan  dan   pengetahuan  masyara
kat  konsumen  terhadap  merek  pemohon PK 
tidak  terbatas  hanya 
dikalangan   masyarakat  kecil, 
tetapi  meliputi  masyarakat  konsumen   men
engah  dan elit  sehingga  merek   
tersebut  mampu  membina  ikatan   
dengan semua lapisan masyarakat. Setiap 
orang yang memakai merek itu memiliki rasa 
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Majelis  Hakim  menyatakan  merek   
Giordano bukan hanya  tergolong   
sebagai  merek yang  mahsyur   
(well-known  mark), tetapi  juga 
sebagai  merek yang  memiliki   
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Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas perlindungan terhadap 
peniruan ketenaran merek asing terkenal yang mengakibatkan itikad tidak baik, 
maka  kami akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:  
  
1. Dengan terbuktinya keterkenalan merek Hugo Boss milik Penggugat  menurut kami,   
menyatakan bahwa penolakan  permohonan yang mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhan  dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa yang  sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 
masyarakat  mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 
Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam 
penjelasan  Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang  Merek dan Indikasi Geografis, yakni kemiripan yang disebabkan oleh  adanya 
unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek  yang lain, cara 
penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur unsur ataupun persamaan 
bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek  tersebut.   
 
2. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan  unsur-unsur 
yang menonjol antara merek Hugo Boss dengan merek Hugo. Oleh karena kedua merek 
tersebut sama-sama memiliki kata Hugo  yang notabene kata tersebut berasal dari nama 
pendiri penggugat, Hugo  Ferdinand Boss. Dengan begitu, kuasa hukum Hugo Boss 
menganggap pendaftaran merek Hugo  milik Anthony Tan itu dilandasi dengan 
iktikad  tidak baik dan mencoba memboceng ketenaran dari merek milik penggugat 
yang diklaimnya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas  akan menguntungkan 
Tergugat secara tidak sewajarnya, dan  akan merugikan pihak penggugat. Keadaan ini 
dapat dianggap sebagai  upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek 




1. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa merek, kami  menyarankan agar 
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis lebih berhati-hati dalam 
menerima  pendaftaran suatu merek. Selain itu, hakim  yang memeriksa sengketa merek 
juga perlu hati-hati dalam memberikan  pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu 
mengadopsi peraturan  peraturan yang terkait hingga peraturan internasonal dimana 
Indonesia  terikat didalamnya. Hal ini juga untuk menghindari precedent buruk 
atas  perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.  
  
2. Pentingnya pengawasan terhadap merek oleh Direktorat Jenderal  Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar tidak terciptanya 
pelanggaran merek dan menteri  memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar 
dengan alasan merek  tersebut merupakan merek terkenal, atau bertentangan 
dengan  kesusilaan atau agama serta dengan perlindungan hukum terhadap 
produk  tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di 
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